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Abstrak
 

Sebuah perusahaan startup PT. Soyaka Cerdas Kaya secara tiba-tiba memberhentikan seluruh karyawan dan

memberhentikan pengiriman barang kepada konsumen tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai

penutupan perusahaan tersebut. Hal itu mengakibatkan kerugian bagi para konsumen, membuat salah satu

konsumen menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang kemudian keluar

Putusan BPSK Kab. Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023. Namun, pelaku usaha keberatan dengan

adanya putusan itu dikarenakan merasa tidak pernah dipanggil secara patut oleh pihak BPSK, sehingga

pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Garut. Majelis Hakim PN Garut

melalui putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt menolak permohonan keberatan tersebut dengan

pertimbangan bukti dan saksi yang diberikan tidak relevan dan upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha

tidak berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan. Penelitian ini dianalisis

menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan normatif dengan tujuan penelitian

untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah

melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan mengetahui

akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt. Hasil dari penelitian

ini adalah PT. Soyaka Cerdas Kaya telah melanggar Hak Konsumen yang diatur di Pasal 4 UUPK dan

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada konsumen telah diatur dalam Pasal 7 UUPK tentang

Kewajiban Ganti Rugi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara ini ialah PT. Soyaka Cerdas Kaya

dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Kesimpulannya adalah konsumen

yang dirugikan oleh PT. Soyaka Cerdas Kaya dapat menuntut haknya melalui penyelesaian sengketa melalui

proses pengadilan ataupun diluar pengadilan seperti BPSK sebagaimana telah diatur Pasal 45 UUPK dan

akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh PT. Soyaka Cerdas Kaya dikenakan sanksi berupa sanksi

administratif melalui putusan BPSK Kab. Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 mengingat majelis

hakim dalam permohonan keberatan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt menolak permohonan yang

diajukan.

......A startup company, PT. Soyaka Cerdas Kaya, suddenly laid off all its employees and stopped shipping

goods to consumers without informing clear reasons for the company's closure. This resulted in consumer

losses, causing one of the consumers to sue through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK),

which BPSK Garut issued in BPSK Decision Number: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023. However, PT. Soyaka

objected to the decision because BPSK did not issue a valid and proper summons, so PT. Soyaka filed an

objection to the Garut District Court. The Panel of Judges at the Garut District Court through decision

Number 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt rejected the objection application by considering that the evidence

and witnesses submitted were considered irrelevant and the legal efforts filed by the business actor were not
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related to the reasons for filing the objection application. This study was analyzed using a doctrinal research

method with a normative method with the objective of the study to determine the form of legal protection

for consumers provided by the government through Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection

(UUPK) and to determine the legal consequences appear from Decision Number 15/Pdt.Sus-BPS 2023/ PN

Grt. The results of this study are that PT. Soyaka has violated Consumer Rights as regulated in Article 4 of

the UUPK, and the legal protection that can be given to consumers is regulated in Article 7 of the UUPK

concerning Compensation Obligations. Also, the legal consequences of this case are that PT. Soyaka can be

subject to administrative or criminal sanctions. The conclusion is that consumers whom PT Soyaka harms

can claim their rights through dispute resolution through the court process or outside the court, such as

BPSK, regulated in Article 45 of the UUPK, and the result of legal actions taken by PT. Soyaka can be

subject to administrative sanctions through the decision of the BPSK Garut Number:

01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023, considering that the panel of judges in the objection application Number

15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt rejected the submitted application.


